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2.1 Definisi Pajak

Banyak definisi pajak yang telah dirumuskan oleh para ahli yang pada
dasarnya memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda.
Menurut M J H Smeets, |

Pajak ialah Prestasi kepada Pemerintah vang lerulang melalui norma-
norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalnya yang dapat
ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudrya zdalah untuk membiayal
pengeluaran Pemerintah.

Menurut P J A Achin,

Pajak ialah Turan rakyval kc{:pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh Wajib Pgjak yang membayarnya menurul peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kemball, yang langsung dapat ditunjuk, dan
yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
dengan tugas Negara untuk m@nyglenggamkan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro,

Pajak ialah furan rakyat kegaad& kas Negara berdasarkan Undang-undang
(yang dapal dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi),
yang langsang dapat ditunujukjkan dan yang digunakan unuk membayar
pengeluarar: wmum.

Dari kutipan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa,
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Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara
untuk membagi pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public
saving yang merupakan sumber utama uniuk membiayai public investment.

Jika citelazh ternyata ch dalam  definisi-definisi di  atas  selalu
menyinggung hal yang berkaitan dengan kata “paksa™ dan “imbalan” melalui
ungkapan “iwran yang dapat dipaksakan dan tanpa jasa imbal balik yang dapat
ditunjuk”. Maksud dari kalimai it adalah sebagai bevikut :

a. “luran yang dapat dipaksakan™ berarti bahwa karena kekuatan Undang-
undang maka rakyal wapb membayar iuran mau tidak mau harus
memenuii kewejiban tersebut

b. “Tanpa jasa vimbal balik yeng depat diunjuk” berarti setiap Wajib Pajak
yang membayar iuran atau pgjak kepada Negara tidak akan memperoleh
balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

Tetapi sebenamya, imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib
Pajak adalaa berupa ;:xa1&13&21@&.11j pemmerintah yang ditjukan kepada seluruh
anggota masyarzkat melalui penvelenggaraan sarana seperti jslsn, jembsisn,
sekolsh dan lain-lain yang menvanghkut sarana untuk kepentingan ununy.

Adapun cirti-ciri pgjak vang tersimpul dalam berbagai definisi yang
telah dikennikakan di atas adalah -

a Pajak adalah peralihan k.ekﬁyz;m dari orang atau badan ke pemerintah,

b. Pajak dipungut berdasarkan dmgzm kekuatan Undang-undang serta aturan

pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
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¢. Dalam pembayaran pajak ﬁéa&: dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi
langsung secara individual @léh pernerintah.

d. Paiak diperuntukkan bagi peﬁg&iu&mmpengeﬁuamn pemeriniah yang bila
pemasukannya terdapat surplt;gs, vang digunakan untuk membiayai public
investment.

e. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusai ataupun Pemerintah

Dasrah.

2.2 Fungsi Pajak
Adapun fungsi pajak adatah sebagat berikut :
a  Fungsi Penerimaan atau Budgeler
Yang dimaksud dengan fungsi budgeler adalah pajak dengan sumber
peneritmnan kas Negara uniuk digunakan sebagai dana pembiayaan
pengeluaran Negara. |
b. Fungsi Mengatur atau Regulerend
Pajak berfungst saﬁa;géai alal untuk mengalur atau malaksanakan
kebjjakan dibidang so»::ia]é dan ekonomi. Sebagai conteh yaitu
dikenakannya pajak vang tinggt terhadap minuman keras, sehingga
konsumen minuman keras dé;pat ditekan. Demikian pula terhadap barang

mawak.
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2.3 Dasar Hukum

Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu pemungutan pajak atas
konsumsi d dalam negeri (dasrsh pabean) baik konsumsi barang maupun
kosumsi jasa dengan memgenm unsur niiai tambal atas penyershan barang
atau jasa yang akan dikonsumsikan, vaiiu unsur-unsur biaya dan laba. Oleh
karena ity menurut mekanisme Pajak Pertambahan Nilai, pajak ini tidak
menimbulkan penenaan paiak berganda, meskipun Pajak Pertambahan Nilai
dikenakan secara bectingkat pada setiap mata rantat produksi dan distribusi
mulat dari produsen, distributﬂr,,:pedagmlg eceran samapai pedagang besar.
Pengenaan Pajak Pertambahan ;Niiai dilaksanakan dengan sistem faklur,
sehingea atas penyershan barang atau jasa wajib dibuat faktur pajak yang
fungsinva, sebagai buktl alas :trmmakst penyerahan barang afau jasa
Sebagaimana diatur dalam k@teu;guan umem dae Tata Cara Perpajakan UU
No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.9 tahun 1994 dan
UU Mo.16 tabun 2000, serta gpa}ale; penghasitan UU No.7 tahun 1983
sebagaimang. telah diubah dengan UU Mo.7 tahun 1991,UU No.10 tahun 1994,
dan U No. | 7 tahun 2000.

Dasar hukum pengensan FPajak Pertambahan Nilai adalah UU No.8
tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 tahun 2000
tentang Pajek Pertambshan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang

Meawah.
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2.4 Pembagian Pajak dan Karalderisiik Pajak Pertambahan Nilai

a.

1y

2)

Pembagian Pajak

Pembagian pajak depat dilakukan berdsarkan golongan wewenang pemungut,

inaupun sifatnya

Pembagian pajak berdasarkan g@leﬁn S

Berdasarkan golongan pajak dzapai dibagi reenjadi

a) Pajak Langsung
Pajak langsung ialah Pajak yang bebannya ditangguag sendiri oleh Wajib
Pajak vang bessangkutan dan f;kdak dapat dialihkan pada pihak lain.
Caontoh ; Pajak Penghasilan

b) Pajek Tidak Langsung
Paiak Tidak Langsung ialahif’q;ak vang bebannva dapat dialihkan atau
digeserkan pada pihak lain.
Ceonich : PPN

Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemunguinya

Berdasarkan wewenang pemungulannya pajak dapat dibagi menjadi ©

a} Pajak Pusat atau Pajak Negara
Paiak yang wewenang pemunguiannya ada pada pemerintah pusat yang
pelaksannannva diiaksmmml gleh  Deparermen Keuangan melalul
Dizektorat Jendral Pajak. Pajzé%c Pusat diatur datamn UU penghasilan No.7
tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991,UU
No.10 tebun 1994, dan UL l\%sicn,}.’? tahun 2000, UU PPN No. No.8 tamm

1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994 dan terakhir
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dengan 1JU No.18 tahun 20{'}0, UL Pajak Bumr dan Bangunan No.12
tahun 1985 sebagaimana telah'diubah dengan UU No,12 tahun 1994, UU
Bea Materai MNo.13 iahun 1%5 {JU Besa Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan No.26 tahun 1997 sebagaimana telah diubsh dengan UU No.20
tahun 2000, dan hasilnya aken masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN).

b} Pajak Daerah
Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang
pelaksanaannya dilaksanakan pleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah
diatur delam UU Perimbangan Keuangan No.25 tahun 1999 sebagaimana
telah divbah UL DPRD No,34 tshun 2000 dan hosilnya akan masuk ke
Anggaran Pendapatan Belmjaé Daerah (APBD).

3) Pembagian pajak berdasarkan sif:z%‘inya

Berdasarkan sifamya pajak dapat ;f:;iihagi menjadi dua, yaitu ;

2) Pajak Subyekif '
Pajak Subyektif ialah suatu jenis pajak yang timbul kewajiban pajaknya
sangat ditmiukan pertama-tamiz oleh keadaan subyek pajak walaupun untuk
menentukan fmbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada objek
pajaknyz. |

b) Pajak Obyekiif
Pajak Obyekiif ialah suatu jenis pajak yang pertama-tama momperhatikan
obyek pajak yang me@&wba&km timbulaya kewajiban membayar, baru

kemudian dicart subyeknya Iﬁa}lk orang pribadi atau badan. Dengan kata
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lain pajak obvektif talah :ngak vang dikenakan dengan hanya

memperhatikan kondisi mbyel«i pajaknya lanpa dipengaruhi cleh keadaan

subyek pajaknya.
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai
PPN memiliki karakierisiik se&hagaj;i berikut -
Merupakan pajak tidak langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuenst yuridis bashwa antara
perniiku} beban pajak dengan peémnggmlg jawab atas pembiayaan pajak ke
kas Negara berada pada pihak }fﬁ{ﬂg berbeda Pemikul beban pajak ini secara
nyata berkedudukan sebagat pembeli Barang Kena Pajak atou penerima Jasa
Kena Pajak Sedangkan pmanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas
negara adalah Pengusaha Kena Pajak vang bertindak selaku penjual Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak  Oleh karena ity apabila terjadi
penyimpangan pemungutan PPN,administrasi pajak (fiskus) akan meminta
pertanggung jawaban kepada pwj ual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
tersebut, bukan kepada p@mb@éii, walaupun pembeli kemungkinan juga
berstatus sebagai Pengusaha Kmé Pajak.
Sebagai Pajak Tidak Langsung, pengertian PPN dapat dirwmnuskan

bergsarkan dua sudut pandang sel:;agai bertkut
e Dart sucdut pandang ekonomi, beban pajak dialibkan kepada pihak lain,

yaitu pibak yang akan mm%gkonsumi barang atas jasa yang menjadi

obyek pajak.
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e Dari sudut pandang yuridis, ta@ggumg jawab pembayaran pajak kepada kas
negara tidak berada ditangan p%ha,k yang memikul beban pajak. Dari sudut
pandang ini membawa konsekusnsi filosofis babwa dalam pajak tidak
langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak vang
terutang: kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakekainya sama
dengan membayar pagjak imeﬁut ke kas negara.

Merupakan pajak obyekiif

Yang dimasud dengan pajak obyektif adelab suatu jenis pajak vang saat
timbulnya kewaiiban pajak d.if,e}f;ztukam oleh factor obyektif, vaitu adanya
keadaan, peristiwa alau perbuatan hokum yang dapat dikenakan pajak.

Timbulnya kewajiban untul membayar PPN ditentukan oleh adanya obyek

pajak. Kondisi subyekiif dari Sdbyek pajak tidak ikut menentukan. Pajak

Pertambahan Nilai tidak nmb@émk&n ancara konsumen berupa orang atau

badan, antara konsumen bemmghasﬂan tinggi maupun rendah, sepanjang

mereka mengkonsumsi barang @iau jasa yang sama, mereka diperlakukan
sama. |

Mutti stage tax

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata
rantat jalur produksi maupun jah%r distribust. Seliap penyerahan barang yang
menjadi obysk Pajak P&ﬂambm Nilai mulai dasi tingkat pabrikan kemudian

di tingkat pedagang besar dalm berbagal bentuk atau nama sampai dengan

tingkat sebelum padagang pengecer dikenasan Payak Pertambahan Nilai.
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Mekanisme pemungutan Pajak P@rﬁzunbahan Nilai menggunakan fakiur pajak

Sebagai konsekuensi pm&gguﬁm credil method uatuk menghitung Pajak
Pertambahan Nilai vang terutang ma&aa pada setiap penyerahan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan
diwajibkan membuar faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak
lain, bagi pembeli, bagi penerima jasa atau imporlir merupakan bukti
pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak
terutang dalam suatu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.
Pajak Pertarnvahan Nilai atas kensms;i umum datam negeri

Sebagai pajak atas kensumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan
Nilai banya akan atas konsumsi B#rzmg Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
dilakukan ¢i dalam negert Karena konsumen tidak semata-mata
meagkonsumsi burang tetapi juga% jasa, maka agar beban pajak yang dipikul
oleh konsumen dapat dihitung. dengan baik, Pajak Pertambahan Nilai
disamping dibebankan pada koxé’zsumﬁi atas barang juga dikenakan pada
konsumst atas jasa. |
Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral

Pola konsums: tidak zkan ffﬁipangam%ﬁ oleh Pajak Pertambahan Nilai,
dengan kata lain Pajak Pertambehan Nilai netral terhadap pola konsumsi.
Neiralnva Pajak Perrambahan Nﬁzs;i ditentukan dua fastor, yaiiu

a Pajuk Pertambahan Milai dikenakan baik atas konsumsi barang

maur jasa.

B e S S B LS R s
T T s R B H S :



19

b. Dalam pemungutannyz, Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip
ternpat tujuan (destination principle)
Dalam mekanisme pemungmamya, Pajak Pertambahan Nilai mengenal dua
prinsip pemuagutan, yaiiu : .
a) Prinsip tempat asal (origin principle)
Prinsip ini mengandung pengeriian bahwa Pajak Pertambahan Nilai
dipungut di tempat asal bzmng? atau jasa vang akan dikonsumsi.
b) Prinsip tempat tyjuan (desiination principle)
Berdasarkan prinsip tempat (ujuan, Pajak pertambahan nilai dipungut di
tempat berang atau jasa dikonsumsi,
7} Tidak menimbulakan dampak pengenaan pajak berganda
Kemungkinan pengenaan p@a%; berganda seperti yang dalam era UU
pajak penjualan (PPn) 1951 d;@pai dihindari sebanyak mungkin karena Pajak
Pertambahan Nilat dipungut m:aﬁg:; nitai tambah saja. Keadamn mi berbeda
dengan situasi masa UU Pajak Penjualan 1951, vang dalam pelaksanaannya
Pengusaha Kena Pajak tidek diberi hak untuk memperoleh kembali pajak
nenjualen yang dibayar atas pemi’%ahm bahan baku atau bahan pembantu atau
barang modal. Akibatnya pajz%k penjualan yang terutang sepenuhnya

merupakan hasil perkalian tarif pajak penghasilan dengan peredaran bruto.

2.5 Mekanisme Persungutan Pajak Periambahan Nilai
Untuk mengetshui berapa besarnya pajak terulang atas milai terendah

Pajak Pertamibahan Nilai mengenéi tiga metode perhitungan, yaitu

S T T
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a. Metode perabahan (Addition meﬁh@d}
Berdasarkan metode ini, PPN dihitung deri tariff kali seluruh penjualan nilai
tambah (biava dan laba). Pada metode ini, disyaratkan bahwa seliap

Pengusaha iKena Pajak harus merapunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas

biaya yang dikeluarkan.
Contoh :
Pembelian
- Bahan baku Rp, 4500
- Baban pernbantu Rp. 1500
- Lain-lain Rp. 1500
Jumiah Rp. 7500
Biaya : .
- Penvusuian Kp. 375
- Bunga mcdal Rp. 1%_2.5
- Gaji Rp. 1500
- Biaya manajemen Rp. 1 325
- Laba usaha Rp 1 1?:325
Jumlah | Rp. 5250
Harga jual Rp. 12750

Jumlah pajak yang terutang %mggsung dihitung dan penjumlaban unsur-unsur
nilai tambah, yang dalam contoh di atas adalah sebesar Rp. 5250 dikalikan

dengan tariiT yang berlaku = 10 % x Rp. 5250 = Rp. 525

e s ) e e e e R
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b. Metode pengurangan (Subtractien method)
Pajak Pertambahan Nilal vang terutang dari tanff kali selisth antara harga

penjualan dengan harga perolehan,

Contoh :

Berdsarkar: contoh di atas :

Harga jual Rp. 12750

Harga beli Rp. 7500 |

Selisih Rp. 5250 (i“;xe:mpak;an nilai tambah)

PPN : 10 % x Rp. 5250 = Rp 523

" ¢. Metode pengkreditan (Credit méﬁhodf}

Pada metode int, Pajak Peﬂambéﬁhan Nilai yang teruiang dihitung dengan cara
mengurangkan Pajak Peﬂmnbal}an Nilai yang dibayar pada wakiu pembelian
barang atsu penerimaan jﬁ-ﬁ&; Metode ini hasilnya lebih akurat, karena
dimungkinkan dalam komp@n@f;fl harga beli terdapat komponen yang tidak
terutang  Pajak Perfambalmnz Nilai.  Sebagai konsekuensinya, dalam
penggunaan metode ini digunékan factor pajak sebagai bukii pemunguian
pajak bagi penjual dan sebagal bui»cu pembayaran pajak bagi pembeli.
Berdasarken contoh di atas :

10 % xRo. 7500 = Rp. 7505

10 % x Rp. 12750 = Rp. },2.752

Yang wajiby disetor ke kas Nag%xra dalam suatu masa pajak (Rp. 1275 - Rp.

750) sebesar Rp. 525.
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2.6 Obyek dan Subyek Pajak Fermmimhzim Milai
a. Obyek Pajuk Pertambahan N’imi:

Mengenai obyek Pajak Pertambahan Nilai delam Undang-Undang No.8
tahun 1984 UYU PPN barang dan jasa Pajak atas Penjualan Barang Mewah,
tercantum pada pasal 4, pagal 13 C dan pasal 16 D.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa obyek pajak Pajak Pertambahan Nilai
adaleh sebagai berikut '

1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean vang dilakukan
olek pengusahan. '

2) Impor barang kena pajak

3) Penyerahan Jasa Kena Pgjak di dalam daerah pabean yang dilakukan
pengusaha, |

4) Pemenfaatan Barang Rena? Pgjak tidak berwujud dari luar daerah pabean

di dalam daerah pabean. .

5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daearh pabean di dalam daerah
pabeun.
6) Ekspor barang kena pajak %:}leh Pajak Pertambahan Nilai,

Menurut pasat 16 C oby@képajai«: Pajak Pertambahan Nilai adalah
“Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan
tidak dalara kegiatan usaha atan pembiayaan oleh orang pribadi atau badan
yang hasiluya digonakan semdirjﬁ atau dignnakan pihak lain yang batasan dan

tata caranya diatur dengan Kepuiusan Menteri Keuangan™,
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Menurut pasal 16 D mmy@akm brahwa obyek Pajak Pertambshan Nilai

adalah :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha

Kena Pajak vang menurut twjuan semula tidak untuk diperjualbelikan,

sepanjang Pajak Pertambahan Nilai vang dibayar pada saat perolehannya

dapat dikreditkan”.

Berdasarkan pasal 1 A vang termasuk penyerahan adalah sebagat

berikut

1y,
23

3)

4)

5)

6)

7
8)

Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
Peanyershan Barang Kema Pajsk kepada pedagang karena suatu
perjarjian.

Penyeraban pemakaian sendirt atas Barang Kena Pajak.

Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli
dan perjanjian leasing,

Penyerahan pemberiac Cuma-cuma Barang Kena Pajak.

Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan
penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang,

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Penyerahan persediaan Béfang Kena Pajak dan aktiva vang menurut
tujuar. semula tidak é.ipé&jualbaﬁikm vang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilal atau

peralehan akiiva terebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
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Pada uwmumnya kai@rﬁprok barang dan jasa dikenakan pajak
sebagaimana dalam pasal 1 A UU Pajak Pertambahan Nilai, keouali ada
beberapa kslompok barang dan jasa vang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai diatu: dalam pasat T dan szﬁﬂé’ﬂ § Peraturan Pemerintah No. 144 tshun
2000, '

. Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan ketentuan meilgenai dalam pasal 4, pasal 16 C dan pasal 16
D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, dapat diketahui bahwa Subyek
Pgjak Pertambahan Nilai adalah é“)?engusaha Kena Pagak.

Pengusaha menurut pzwaﬁ 1 angka 14 UU Paak Pertambahan Nilai
adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka
13 UU Pajak Pertambaban Nﬂm vang dalam keglatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak bmjud dari luar daerah pabean, melakukan
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa darn fwar doerah pabean. Yang dimaksud
dengan penghasilan menuruf pamai 1 angka 16 UU Pajak Pertambahan Nilai
adalab kegiatan mengolah meizi{ui proses mengubah bentuk atau sifat suatu
barang dari bentuk aslinya ménj&dé barang baru atau kegiatan mengolah
sumber daya akan termasuk Emenyu:mh orang pribadi atau badan lain

melakukan kegiatan lersebut.
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1} Pengusaha Kena Pajak

Pengusaba sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 14 UU Pajak
Pertambahan Nilai, vang mfﬂak;ukam atau melaksanakan hal-hal ini adalah
sebagai benkut
a) Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak vang dapat

dikenakan Pajak Pertambahan WNilai adalab Pengusaha Kena Pajak dan
Penguseha Kecil vang men%:mih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak. |

b) Ekspor Barang Kena Pajak vang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
adalah Pengusaha Kena P:@ak

¢} Menyerahkan aktiva wveng memuat twuan semwla  tidak  untuk
diperjuslbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak,

d) Bentuk kerjasama koperasi y%mg apabila menyerahkan Barang Kena Pajak
dan atas Jasa Kena Pajok dapat dsikenakan Pajak Pertambahan Nilai
adalah Pengusaha Kena Pajak.

Subyek Pajak Pertambaban Nilai tidak harus Pengusaba Kena Pajak,
tetapi bukan Pengusaha Keanaf Pajak pun dapal menjadi Subyek Pajak
Pertamnbahan Nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 huru b,c serta pasal 16 C
UU Pajak Periambahan Nilai,

Berdasarkan pasal-pasal tézi’ehui di atas dapat diketahui bahwa yang
bukan Pengusaha Kena Pajak g:nm dapat menjadi Subyak Pajak Pertambahan
Nilai antara lain : |

a) Siapapun yang mengimpor ;?Bar:ang Kena Pajak




2)

b) Siapapun yang memanlaatien Barang Kena Pajak tidak berwujud dan
atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
c) Siapapun vang membangiun sendiri tidak dalam lingkungan atau
pekerjaannya. |
Berdasarkan pasal 3 A ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha
yang melakukan penyerahan Barang Kzna Pajak atau Jasa Kena Pajak,
mengmmpor Barang Kena Paak atau Jasa Kena Pgak alau mengekspor,
mempunyal kewajiban untulk |
a) Mendafiar sebagai Pengusaha% Kena Pajak
b) Memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas
Barang Mewah, .

¢) Menyetor Pajak Peﬂambahazﬁ Nilai yang masik harus dibayar dalam hal
pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan,
seria penghasilan Pajak Pertambshan Milai vang terutang.

d)} Melaporkan penghitungan Pa?gjak Periombahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang terulang.

Pengusaha ¥Kecil .

Pada dasamya pengusaha %lécecﬂ adalah bukan Pengusaha Kena Pajak,
tetapi apabila Pengusaha Kecil tersebul mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak maka séﬁ;e]ah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak, Pengusaha Kecil terselmtémmljadi Pengusaha Kena Pajak sepenuhnya

G o
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dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

Berdasarkan pasal 1  Keputusan Menteri  Keuangan RI
No.552/KMK.04/2000 szggaﬁ 22 Desember 2000 menetapkan batasan
Pengusaha Kecil sebagai berikut :

Pengusaba Kecil adalah pengussha vang selama satu {shun buku
melakukan :

a) Penyediaan Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak
lebih dari Rp. 360.000.000,00.
b) Penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumalah penerimaan bruto tidak

lebih dart Rp. 180.00{).(}{}%};0@.

¢} Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dengan jumlsh
peredaran bruto dan pmerimaan bruto tidak lebih dari :

¢.1) Rp. 360.000.000,00 jii{.‘a peredaran Barang Kena Pajak lebih dari 50

Y (lima puluh pwmén) dari jumiah seluruh peredaran bruto dan
penerimaan bruto. |

c.2) Rp. 180.000.000,00 jika penerimaan Jasa Kena Pajak Iebih dari 50

% (lima pulub persen) dari jumlah seluruh persediaan bruto dan
penerimaan bruto. -

Apabila pengusaha meiakuékan penyerahan Barang Kena Pajak maupun
Jasa Kena Pajak, maka baias peredaran bruto yang diterapkan untuk dapat
menentukan apakah pengusahia t%zrsabut digolongkan sebagal pengusaha kecil

atau bukan adalah sebagai berikut ;
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ay Dalam hal lebih dari 50 % dasi seluruh jumish peredaran bruto berasal
dart penyerahan Barang Kena Pajak, maka sepanjang selurvh jumlah
penyerahan tidak lebih dari Rp. 360.000.000,00 maka masih tergolong
sebagai Pengusaha Kecil,

b) Dalam hal lebih dan 50 % dari seluruh jumlah peredaran bruio berasal
dari penyverahan Jasa Keﬁa. Pajak, maka sepanjang seluruh jumlah
penyesahan tidak lebih c:%m Ep. 180.000.000,00 maka masih tergolong
sebagui Pengusaha Kecil.

¢) Dalam hal 50 % dasi jumﬁah peredaran bruto berasal das penyerahan
Barang Kena Pajak dan 5@ % berasal dari penyerahan Jasa Kena Pajak,
sepanjang  seluruh jum}éah penverahan tidak lebih dari  Rp.

180.000.000,00 dinyalakané&ebagai Pengusaha Kecil.

2.7 Dasar Pengenaan Pajak dan T@rﬁf Pajak Pertambahan Nilai
a. Dasar Pengenaan Pajak Peﬂmnba}ahan Nilai
Dasar pengenaan pajak adﬁlmz nilai berupa vang termasuk biaya yang
diminta atau seharusnya diminta émieh penjual karena penyerahan Barang Kena
Pgjak, tidalc termasuk Pajak P%emambahan Nilai yang dipungut menurut
Undang-undlang dan potongan hérga; vang tercantum dalam fakiur pajak, yang
dipaka: sebagai dasar mwghilu%zg pajak yang terutang dengan mengalikan
dasar pengenaan pajak tersebut dégmgzm tarif pajak,
Sesuai dengan pasal 1 &ngm 17 ULJ Pajak Pertambahan Nilai pengertian

Dasar Pengenaan Pajak adalah _gmmah harga jual atau pengguna jasa Nilai

T S N D A
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Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Keputusan

Menteri Keuangan yang dipakai{ sebagal dasar untuk menghitung pajak yang

terutang,

Pengertian Dasar Pang@nfmn Pajak tersebut diatas dapal diartikan

sebagai berikut :

1y

2

3)

Harga Jual

Harga jual adalah nilai bemp@; uang termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena
Pgjak udak termasuk Pajak Periambahan Nilai yang dipungut menurut
Undang-undang ini dan poté:mg&n harga yang dicantumkan dalam faktur
pajak |

Penggantian

Penggantian adalah nilai b@ﬁ%}p& uang termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak,
todak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan
potongan harga yang d‘icmﬁumkma dalam fakiur pajak.

Nilai Impor

Nilai Impor acdalah nilai beﬁupa vang yvang menjadi dasar penghitungan
bea masuk ditambah pungutan lamnya yvang dikenakan pajak berdasarkan
ketentuan dalam peraturan : perundang-undangan Pabsan untuk Impor
Barang Kena Pajak, tidaki termasuk Pajak Perlambahan Nilai yang

dipungut mepurut Undang-andang ni

O
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4} Nilai Ekspor
Nilai Ekspor adalah suatu ﬁi%ai berupa vang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya dimi;étm oleh eksportir,
5) Nilai Lain |
Nilai lzin adalah nilai bexi‘up& uang vang digunakan sebagai dasar
pengenaan pajak bagt p@nyéraham Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pgjak yang memiliki critm‘iia terientu berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan RE No.251/KMEK03/2002.
Dalarr: pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No.251/KMK03/2002
dijelaskan bahwa Nilai Lain vang dimalksud sebagai berikut .
1) Uniuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
adalah Harga Jual &1&& Penggantian setelah dikurangi laba bruto,
PPN terutang @ 10% x Haepa Jual atan penggantian dikurangi laba
bruto. |
2) Untuk pemberian Cur;m{uma Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Paiak adalah Harga Iual atau Penggantan sefelah dikurangi laba
kotor. .
PPN teritang : 10% x Harge Jual dikurangi laba kotor,
3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah
perkiraan Harga Jual n:"zam-mt&
PPN temitang : 10% xé?erkéramz rata-rata

4} Untuk penyerahan ﬂélnﬁa cerita adalah Harga Jual rata-rata.
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Uniuk peredaran Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan Pajak Pertambahian Nilai aiau perolehan
aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah Harga
Pasar Wajar. |

PPN terutang : 10% x Harga Pasar Wajar

Untuk  aktiva yang menurnt  hyuan semula  tidak  untuk
diperjuadbelikan  vang wmasih lersisa pada saat pembubaran
perusahaan adalah E“ia?ga Pasar Wajar.,

PPN terutang : 10% xharga Pasar Wajar

Uniuk kendarasn bermotor bekas adalah 10% dari Harga Jual.
Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro panwisata
adalah 10% dari jumish tagihan atau jumlah yang seharusnya
ditagih. |

PPN ferutang : 10% x jumalah tagihan atau jumiah yang seharusnya
ditagih |

Uniuk jasa pengirima:n pakel adalah 10% dari jumlah tagihan atau
jumiah vang seharusnya. ditagih

Untuk jasa Anjak ?i&‘tan.g adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan
vang diterima befu.pa,z service charge, provisi dan diskon,

PPN terutasg : 10% x 5% x jumlah imbalan atau 0.5% x jumlah

imbalan
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10)Pedagang eceran nm.%maka;i Wilai Lain sebagal Dasar Pengenaan
Pajak yang memiliki iabih darf satu tempat penjualan dengan cara
sebagal berikut :

e PPN yang terutang aias penyeraban Barang Kena Pajak oleh
Pengusahs Kena Pajak Pedageng Eceran adalah sebesar @ 10% x
Harga Jual Barang I{ém Pajak.

e Jfumlah PPN yang karus dibayar oleb Pengusaha Kena Pajak
Pedagang Eceran adalah sebesar @ 10% x 20% x jumiah seluruh
penyerahan barang dagangan dan pajak masukan yang berkenaan
atas penyerahan B&r:fmg Kena Pajak vang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajai Pedagang Eceran tersebut vang tidak dapat
dikreditkan. |

Untuk jasa persewaan ruangan adalah seluruh h;xrga sewa + (40% x

service charge).

PPN terulang : 10% x {sefuruh harpa sewa + (40% x service charge)}

b. Tarif Pajak Periambahan Nifa
Berdasarkan pasal 7 UU E"’ajak Pertambahan Nilai, bahwa tarif Pajak
Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :
1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajok adalah
0% (nol persen). |
Penjelasan : Pajak Per’tam}:?amn Nilai dikenaken atas konsumsi Barang

Kena Pajak vang di Eﬁa;s;pi::ar ke luzr daerah pabean, maka dikenakan

Gl G e e
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Pajak Periambahan Nilai dengan tarif 0%, pengenaan tarif ini bukan
berarti pembebasan pengenasn Pajak Periambahan Nilai tetapi Pajak
Masukan yang telah dibayar stas barang vang diekspor tetap dapat
dikreditkan.

3) Dengan peraturan pemerintah tarif pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-

tingginva 15%.

2.8 Saat dan Tempat Pajak Terutang

a Saat Pajak Terutang
Untuk mengetahui saat terutangnyva pajek bagi Pengusaha Kena Pyak
dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya adalah sangal penting.
Tanpa mengetabui saal pajak iefung tidak mungkin dapat ditentukan kapan
Pengusaha Kena Pajak harus memenuhi kewajiban pelunasan utang pajaknya.
Penentuan pajak teruiang s;anéai erat kattannya dengan penenfuvan saal
timbulnya vtang pajak. .
Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai diatur menurut pasal 11 ayat
(1) UL PPN, terjadi pada .
1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak
2} Saat Impor Barang Kena Pégak
3) Saat penyerahan Jasa Kena Pajak
4) Pemanfastan Barang Kena gz%;@;; tidak berwujud dari luar Daesah Pabean

di dalam Daerah Pabean,
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5) Pemanfaatan Jasa Kena ?agal{ dari Inar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabeen, atau

6) Saat Ekspor Barang Kena ngak
Pada ayat (2) disebutkan behwa dalam hal pembayaran diterima sebelum

penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Barang Kena Pajak
fidak berwigjud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf D atau Jasa Kena
Pajak dari luar Dasrah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C,
saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Sedangkan pada avat (4} menjelaskan bahwa Dirjen Pajak dapat
menetapkan saat lain sebagal saat terutangnya pajak dalam hal saat
terutangnva pajak sukar ditelapkan aiau terjadi perubahan criteria vang dapat
menimbulkan ketidak adian.

. Tempat Pajak Terutang

Berdesarkan Pasal 12 Undanguundang Pajak Pertambahan WNilai,
terutangnya pajak terjadi di 'tamp;a at:

1) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud
Pasal 4 huruf &, horuf ¢ daﬁ huruf f, terutang pajak di tempat tinggal atau
terapat kedudukan dan ﬁ;mn;p&m kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain
yang ditetapkan dengan k@puman Direktur Jenderal Pajak,

2) Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal
Pajak dapat menetapkan §aﬁu tempal alau lebih sebagai tempat pajak

feruiang.
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3) Dalam hal impor, teruiangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak
dimasukkan dan dipungut xf&elalui Direktur Jenderal Bea dan Cukal

4) Orang pribadi atau badan yaug memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan Jasa Kena Paé;fak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf’ d dan e terutang
pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan

nsaha.

2.9. Pengendaiian Internal

Dalam suatu manjemen u;mg, batk tentu diperlihatkan suatu system
pengendalian yang baik pula sebagai conitol dan pengamanan atas harta dan
penghasilan. Salah satu pmg&ndaiiaﬁ adalah pengendalian internal dalam arti luas
vattu

“Pergendalian Internal itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-

cara serta alat-alat yang dikaoﬁdimsikaﬁ yang digunakén dalam perusahaan

dengan tuuan untuk menjaga k.ewmnan harta roilik perusahaan menentukan

ketelitian dan keakuratan dma; alzmiansi, memasukkan efisiensi di dalam

operasi dan membantu m&ﬁjaga}. dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang

telah tercipta terlebih dabulu”.

Tanggung jawab menyusun sxgaam pengendalian internal itu terletak pada
manajemen, begitu juga hainya dmgizan kepiatan mengawasi system pengendalian
internal. Definisi diatas menmljukkaém bahwa suatu sysiem pengendalian internal

yang baik itu berguna untuk :
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a. Memelihara ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
b. Menjaga keamanan haria milik suatu organisast.
¢. Memajukan efisiensi dalam operasi,
d. Menialati menjaga agar fidek ada yang menyimpang dari
kebijakasanaan men@_;ex}nen vang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Suatu sistem pengendalian intemal yang baik memiliki cirri-ciri
pokok sebagai berikut :
a. Suatu struktor orgmiszﬁsi vang memiliki tanggung jawab fungsional
secara tepal. |
b. Suatu system wewenang prosedur pembukuan yvang baik berguna
uriuk mealkukan pez@gendalizm akuntansi yang cukup terhadap
hart&hutang,pendapataﬁ dan biava.
¢. Prakiek-prakick yang %&eha& harus dijalankan di dalam melakukan
tugas-tugas dan funggi—%’ungsi organisasi.
d. Suatu tingkat kmkapz%:l pengendalian yang sesual dengan {anggung
jawab.
Adapun dalam Pengendalian Internal mempunyai model pengendalian
internal yang diantaranya adalah Model CoSo yaitu :
Model CoSo terdixi lima komponen control internal diantaranya adalah :
a. Lingkungan control
b. Penentuan resiko
¢. Aldivitas conirol

d. Informasi dan komumikasi
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e. Pengawasan

Berikut ini penjelasan ringkasnya

Lingkungan KontmlmKompéxnen ini meliputi sikap manajemen di semua
tingkatan terhadap operasi seca;;m umum dan konsep kontrol secara khusus.
Hal ini raencakup: etika, kompetensi, serta iniegritas dan kepentingan
terhadap kesejahteraan orgaxliéasi. Juga tercakup struklur organisasi serta
kebijakan dan filosofs man&jemfm.

Penentuan stikom—Komp@neﬁ i ielah menjadi bagian dari aktivitas audil
internal yang terus berkembz%ag‘ Penentuan risiko mencakup penentuan
risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui
evaluasi risike. COSO juga m@munbahkan pertimbangan {fujuan di semua
bidang operasi untuk me;nmtii?gan balwa semua bagian organisasi bekerja
secara harmonis.

Akftivitas K@ntro!—liompon%:m ini mencakup aktivitas-akiivitas yang
dulunya cikaitkan dengan komsep kentrol internal, Aktivitas-aktivitas ini
meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas,
pendokumentasian, rekonsilia%i, karyawan vang kompeien dan jujur,
pemeriksaan intemal dan m%dit internal,  Aktivitas-aktivitas ini harus
dievaluasi risikorya untuk orga}rlisasi secara keseluruhan,

Informasi dan K@munikmim;mxomponen ini merupakan bagian penting

dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi.

Komunikasi informasi teniang operasi kontrol internal memberikan
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substansi vang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas
kontrol dan untuk mengelola operasinya.

Pengawasan—Pengawasan merupakon evaluasi rasional yang dinamis
atas informasi yang diberikan pada komunikasi informast untuk tujuan

manajemen kontrol.
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